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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2.  

Pedoman Wawancara 

1. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera 

a. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera 

1) Apa nama publikasi resmi dan sejarah PT. BPRS Madina Mandiri 

Sejahtera ? 

2) Kapan dan dimana PT. BPRS Madina Mandiri ini didirikan ? 

3) Bagaimana struktur organisasi pada PT. BPRS Madina Mandiri 

Sejahtera ? 

4) Siapa pemilik atau pemegang saham utama dan pengurus PT. BPRS 

Madina Mandiri Sejahtera ? 

5) Apa visi dan misi dari PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ? 

b. Jenis-Jenis Produk 

1) Apa saja jenis produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Madina 

Mandiri Sejahtera? 

c. Peraturan Tentang Pengawasan Syariah 

1) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki peraturan 

tentang pengawasan syariah ? 

d. Petugas Pengawas Syariah 

1) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki pejabat 

atau petugas di bagian pengawasan syariah ? 
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e. Sistem Pelaksanaan Pengawasan Syariah di PT. BPRS Madina 

Mandiri Sejahtera 

1) Bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan syariah di PT. BPRS 

Madina Mandiri Sejahtera? 

f. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS 

1) Bagaimana peran dan efektivitas DPS dalam memastikan kepatuhan 

syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ? 

2) Apakah DPS memiliki dokumen tata kelola yang berfungsi untuk 

mengatur terlaksananya kepatuhan syariah di PT. BPRS Madina 

Mandiri Sejahtera? 

3) Apakah untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS 

Madina Mandiri Sejahtera diperlukan syarat dan kualifikasi 

tertentu? 

4) Apakah ada bukti sertifikasi kelayakan dari Dewan Syariah Nasional 

sebagai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah? 

5) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdapat batasan 

minimal SDM untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah? 

g. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah 

1) Bagaimana peran manajemen risiko dalam memastikan kepatuhan 

syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera? 

2) Bagaimana integrasi antara fungsi manajemen risiko dan DPS dalam 

memastikan kepatuhan syariah di PT. BPRS Madina Mandiri 

Sejahtera? 
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h. Penerapan Fungsi Audit Intern Syariah 

1) Bagaimana peran audit internal dalam memastikan kepatuhan 

syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ? 

i. Pelaksanaan Kaji Ulang Ekstern Terhadap Tata Kelola Syariah 

1) Sejauh mana independensi auditor eksternal dalam mengawasi 

kepatuhan syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ? 

2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT. 

BPRS Madina Mandiri Sejahtera? 
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Lampiran 3.  

TRANSKIP WAWANCARA 

Informan 1 

1. Nama : Bapak Dr. H. Fuad, MA.  

2. Status : Dewan Pengawas Syariah, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera 

Hasil Wawancara: 

a. Pengawasan Syariah dan DPS 

1) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki peraturan 

tentang pengawasan syariah? 

Jawab: 

Jadi kalo pengawasan syariah itu ada pengawasan internal dan ada 

pengawasan eksternal. Kalo pengawasan internal itu ya DPS bisa 

melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan bank syariah. 

Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan ada kesesuaian dengan 

prinsip syariah. Kalo eksternalnya itu dari OJK. Jadi paling tidak 

pengawasan itu ada dua yaitu ( internal & eksternal).   

2) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki petugas di 

bagian pengawasan syariah? 

Jawab: 

Ada, yaitu Bu Isni. Saya sebagai dewan pengawas selalu berkomunikasi 

dengan Bu Isni mengenai kepatuhan. Karena Bu Isni yang mengetahui 

tentang kepatuhan itu. Saya secara umumnya, tapi masing-masing dikelola 
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atau mengelola bagiannya. Jadi Bu Isni yg menyangkut tentang tata kelola, 

persoalan kepatuhan, manajemen risiko itu semua di Bu Isni. Tapi untuk 

kepatuhan di Madina ada Bu Isni sebagai kepala dibagiannya itu. Akad 

akad diteliti misalnya apakah sudah sesuai atau tidak, bagaimana 

aplikasinya di lapangan seperti apa, itu Bu Isni yang secara khusus. Kalau 

saya yg mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kepatuhan. Tapi kalau 

secara khusus bu isni yg meneliti setiap akad-akad apa benar sesuai dengan 

syariah atau tidak.  

3) Apakah untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Madina 

Mandiri Sejahtera diperlukan syarat dan kualifikasi tertentu ? 

Jawab: 

Sebagai dewan syariah harus punya kompetensi. Apakah dia di bagian 

keuangan syariah atau di magister,dll. Tapi yang jelas DPS itu ada 

ujiannya. Yang menguji itu DSN-MUI dan OJK. Sehingga sebagai dewan 

pengawas harus mempunyai kualifikasi tentang penguasaan. Mungkin 

kuliahnya tentang akuntansi syariah, keuangan syariah atau di bidang lain 

yang berkaitan dengan masalah-masalah ke syariah-an. Dan yang menguji 

itu oleh DSN-MUI dan OJK. Nanti ada muncul sertifikat sebagai dewan 

pengawas syariah yang berlaku tiga (3) tahun. Kriteria DPS itu; 1) Memiliki 

latar belakang pendidikan syariah Islam apakah S1, S2, atau S3 dalam fiqih 

atau ekonomi Islam. Jadi tidak bisa secara umum,  harus ada kualifikasi 

itu, karena itu menyangkut kompetensi. 2) Pengalaman. Pengalaman dalam 

bidang syariah Islam, pengalaman sebagai ulama dosen, praktisi 
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perbankan. Disamping ada kompetensi keilmuan juga ada pengalaman. 3) 

DPS harus punya kompetensi di bidang pengetahuan dan menguasai 

tentang fiqih muamalah atau ekonomi syariah atau perbankan syariah. 

Sehingga dari ketiga aspek inilah bisa mengantarkan seorang DPS untuk 

memiliki kompetensi di bidang syariah. Karena DPS yang akan 

bertanggung jawab terhadap jalannya produk yang di tawarkan oleh bank 

syariah. Ketika pendidikannya hanya sampai pada jenjang S1 tidak 

masalah. Yang penting ketika ada ujian yang berkaitan dengan masalah 

fqih islam, perbankan syariah, atau berkaitan dengan pengalaman  selama 

di bank syariah. 

Dewan syariah itu punya fatwa. Ada sekian 150-an yang mengenai bank 

maupun non bank dan itu yang harus dipelajari oleh DPS karena bank 

harus mengikuti aturan main yang ada di DSN tapi tentu aturan fatwa yang 

sudah diambil alih oleh aturan-aturan OJK. Jadi OJK mengambil aturan 

dari DSN dari beberapa pasal tertentu. Sebagai lembaga yang punya otoritas 

mengatur maka dia (OJK) mengikat. Kalau dalam DSN itu baru fatwa , 

kalo fatwa itu kan masih belum mengikat secara khusus tapi ketika diambil 

alih oleh OJK, karena OJK lembaga yang punya otoritas mengatur maka 

dia mengikat dan itu yang akan mengawasi kepatuhan itu juga OJK secara 

eksternal, internalnya DPS dan juga Bu Isni sebagai (bidangnya) dan 

kemudian akan diatur oleh OJK secara eksternal. Selanjutnya dari kami 

akan membuat laporan setiap semester. Nanti akan ada pertemuan dengan 

OJK ketika ada pertemuan yang penting. Nanti kita diundang oleh OJK 
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baik Direksi, DPS maupun staff seperti Bu Isni. Dan untuk kualifikasinya 

penting juga memiliki pengalaman selama berapa tahun di bidang 

keuangan syariah, praktisi perbankan syariah, menjadi dosen di bidang 

fiqih muamalah, atau sebagai ulama di MUI.  

Jika tidak memiliki basic pengalaman di bidang keuangan syariah justru 

itu akan susah. Dan bisa jadi nanti ga akan lulus ujian. Karena banyak 

problem yang harus diselesaikan oleh hukum. Kalau orang tidak pernah 

belajar tentang fiqih muamalah kan repot, nanti kan ga ngerti tentang 

basic-basic produk, dari pesantren pun gapapa, banyak orang pesantren 

yang diberi mandat untuk jadi DPS. Jadi tidak harus dari kampus UIN, 

UGM UII atau IIQ, jadi semua bisa yang penting dia bisa menguasai ketika 

ada ujian karena ada properties  dan itu cukup lama bisa sampai setengah 

bulan baik dengan zoom, datang ke Jakarta dan itu tergantung OJK mau 

mengundang kita di zoom atau melalui langsung ke Jakarta. Kalau ke 

Jakarta harus ke kantor DSN dan nanti akan di uji disana secara tertulis, 

ujian lisan dengan OJK . Jadi itu baru memperbarui dan setiap 

memperbarui sertifikat DPS kita harus di uji lagi oleh kedua lembaga ini 

(DSN-MUI, dan OJK). Selanjutnya kita akan diberitahu oleh DSN kalau 

sertifikat kita sudah mulai habis maka harus segera memperbarui kembali. 

Kita mengisi form dan yang sudah lama sebagai DPS nanti membuat 

portofolio. Jadi kita ada form-form yang sudah ada pertanyaan, kita yang 

menulis nanti kita serahkan ke DSN untuk nanti diteliti oleh mereka sejauh 
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mana properties nya itu benar benar sesuai dengan yang mereka 

kehendaki.  

Untuk pemula yang mau menjadi DPS diperlukan pelatihan dari DSN-

MUI bisa tiga (3) minggu dan jika sudah dianggap lulus nanti ada 

rekomendasi ke OJK, nanti setelah dari OJK dinyatakan anda kompetensi 

dan sertifikat akan keluar sebagai DPS dan nanti akan di ambil oleh bank 

(tempat kita dipilih untuk bekerja dan simpan dengan aman oleh mereka). 

Di bank syariah itu pengawasannya memang ga semudah yang di dalam 

teori. praktiknya sulit. Karena bagaimana dia mau memutuskan hukum 

masalah kalau dia belum pernah belajar hukum. 

b. Dokumen Tata Kelola  

1) Apakah DPS memiliki dokumen tata kelola yang berfungsi untuk 

mengatur terlaksananya kepatuhan syariah di PT. BPRS Madina Mandiri 

Sejahtera? 

Jawab: 

Jadi yang namanya bank syariah itu mesti memiliki dokumen tata kelola. 

Jadi tata kelola itu yang mengatur mengenai struktur organisasi, mengatur 

tentang proses dan juga mengatur tentang prosedur pengelolaan bank. Jadi 

ada struktur, proses dan juga ada prosedur. Jadi dokumen yang tadi itu ada; 

1) Mengatur mengenai prinsip tata kelola ; 2) Dokumen yang menjelaskan 

tentang struktur organisasi; dan 3) Dokumen yang menjelaskan tentang 

prosedur operasional dari bank syariah termasuk prosedur pembiayaan, 

prosedur pengelolaan risiko, dll. Dari segi tujuannya dokumen tata kelola 
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itu yaitu; 1) Untuk meningkatkan tranparasi dalam pengelolaan bank 

syariah.     

Jadi dengan adanya dokumen tata kelola, kita akan tau transparansi jelas. 

Ini yang diatur oleh bank; 2) Tujuannya juga untuk meningkatkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan bank syariah; 3) Dokumen itu memastikan 

bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi 

pasti ada dokumen itu, karena bicara mengenai proses, bicara mengenai 

struktur, bicara mengenai prosedur itu harus ada. Apakah DPS termasuk 

pengurus atau termasuk apa gitu ya, jadi bisa jelas posisi saya di bank ini. 

Terus direksi gimana prosesnya. Jadi itu mengenai struktur. Kalo prosedur 

mengenai pembiayaan. Masing-masing di bidangnya ada SOP nya mbak.       

Pembiayaan ada SOP nya, risiko ada SOP nya. Jadi sekarang ini oleh OJK 

setiap bagian itu harus ada SOP. Jadi dokumen tata kelola masing-masing 

bidang itu ada SOP nya jadi supaya nanti lebih jelas mengenai aturan- 

aturan seperti itu.  
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Informan 2 

1. Nama : Ibu Dian Prihanita Sofiansyah, S.E.,  

2. Status : Human Resource Development (HRD) & Support PT. BPRS Madina 

Mandiri Sejahtera 

Hasil Wawancara 

a. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera 

1) Apa nama publikasi resmi dan sejarah PT. BPRS Madina Mandiri 

Sejahtera ? 

Jawab:  

Pada tanggal 03 Desember 2007 telah berdiri sebuah lembaga keuangan 

syariah bernama PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan nama 

publikasi “BANK MADINA SYARIAH”. Selanjutnya nanti silakan 

langsung lihat di website madina saja ya. 

2) Kapan dan dimana PT. BPRS Madina Mandiri ini didirikan ? 

Jawab: 

Tgl 03 desember  2007 di Bantul DIY, sehingga saat ini berusia 

kuranglebih  17 tahun. 

3) Bagaimana struktur organisasi pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ? 

Jawab: 
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Struktur organisasi ditetapkan berdasarkan RUPS, rapat umum pemegang 

saham tahunan. Itu rapat tertinggi sebuah PT. 

4) Siapa pemilik atau pemegang saham utama dan pengurus PT. BPRS Madina 

Mandiri Sejahtera ? 

Jawab: 

Untuk pemegang saham utama atau yang biasa kami sebut dengan (PSP) 

Pemegang Saham Pengendali. Karena persentase sahamnya paling besar 

adalah Bapak H. Ari Tri Priyono, S.T. Sedangkan pemegang saham kedua  

adalah Bapak H. Anwar Wahyudi, S.E., MM. Pemegang saham ketiga 

adalah Bapak Prof. Dr. H. Amir Muallim, MA. Pemegang saham keempat 

adalah Bapak Teddy J Sitepu. Jadi kita ada empat pemegang saham dan 

dari empat itu yang nomor satu pak Ari Tri Priyono sebagai pemegang 

saham pengendali. Sedangkan untuk pengurus ada dua direksi yang terdiri 

dari direktur utama yaitu Bapak Sabdo Nugroho, S.P. kemudian direktur 

Ibu Hj. Sri Endah Widayati. Kemudian untuk komisaris utama Bapak H. 

Anwar Wahyudi, S.E., MM. Komisaris anggota Bapak Prof. Dr. H. Amir 

Muallim, MA. Dewan Pengawas Syariah Bapak H. Ahmad Khudori, Lc. 

untuk anggota Dewan Pengawas Syariah adalah Bapak Dr. H. Fuad, MA. 

Jadi untuk pak Anwar dan pak Amir ini memang menjabat dua yaitu 

sebagai pengurus, komisaris, dan juga pemegang saham. 

5) Apa visi dan misi dari PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ? 

Jawab: 
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Untuk visi Bank Madina Syariah adalah menjadi BPRS terdepan dalam 

membangun ekonomi umat. Sedangkan untuk misinya : 1) memberikan 

layanan produk perbankan syariah  berdasarkan asas prudential banking; 

2) berperan aktif dalam sektor ekonomi kecil dan menengah; 3) 

menyebarluaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 

b. Jenis-jenis Produk PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera 

1) Apa saja jenis produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Madina Mandiri 

Sejahtera ? 

Jawab: 

Produk kita ada dua yaitu funding dan landing. Untuk fundingnya sendiri 

yaitu penghimpunan dana terdiri dari Tabungan dan deposito. Seddangkan, 

untuk landing pembiayaan, kita ada pembiayaan multijasa, mudharabah, 

ijarah, dll. Selengkapnya nanti lihat di website Bank Madina aja ya. 

c. Pengawasan Syariah 

1) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki peraturan 

tentang pengawasan syariah ? 

Jawab: 

Jelas ada. Peraturan tersebut sangat mengikat bagi perusahaan dan diawasi 

jalannya operasional perusahaan oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa 

disebut dengan (DPS). DPS tersebut berfungsi untuk mengawasi 

operasional jalannya perusahaan supaya bisa tetap sesuai dengan aturan 

syariah. Jadi, supaya bank menjalankan operasionalnya tidak melanggar 

aturan syariah dan ini sudah sesuai dengan pengawasan dari DSN-MUI. 
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Karena, ketika sebuah perusahaan atau bank melakukan pelanggaran atau 

ada produk atau akad yang tidak sesuai dengan syariah maka akan 

mendapat  teguran. Jika tetap dilanggar makai izin oerasionalnya akan 

dicabut. Oleh karena itu bank madina syariah sudah ada pengawasan 

intensif oleh Dewan Pengawas Syariah. 

2) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki pejabat atau 

petugas di bagian pengawasan syariah ? 

Jawab: 

Ya ada, yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS 

dan DPS tersebut sudah tersertifikasi oleh DSN-MUI atau Dewasn Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Jadi, bagi DPS yang belum memiliki 

sertifikasi DSN-MUI maka diminta untuk melakukan sertifikasi terlebih 

dahulu karena itu merupakan syarat mutlak untuk menjadi DPS. 

3) Bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan syariah di PT. BPRS Madina 

Mandiri Sejahtera ? 

Jawab: 

Sistem pengawasan syariah yang ; 1) ada pemeriksaan secara rutin yang 

dilakukan sekitar satu minggu sekali dari DPS tersebut datang ke kantor 

kemudian melihat, memeriksa baik terkait dengan aturan, akad-akad 

pembiayaan ataupun transaksi lainnya yang dilakukan oleh bank syariah 

secara random untuk melihat apakah transaksi tersebut sudah sesuai 

dengan syariah. 
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d. DPS dan Kepatuhan Syariah 

1) Bagaimana peran dan efektivitas DPS dalam memastikan kepatuhan 

syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ? 

Jawab: 

DPS tersebut dalam memastikan kepatuhan syariah mereka melakukan 

pengawasan secara kontinu baik terkait dengan jenis produk, akad-akad 

yang digunakan maupun dalam bertransaksi dan berinteraksi sehari-hari 

dan itu akan mereka buat laporan yang akan dilaporkan ke direksi dan juga 

OJK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 
 

Informan 3 

1. Nama : Ibu Isni Puspitasari, S.E.,  

2.  Status : Risk Management APU PPT & Compliance (PE Kepatuhan) PT. BPRS 

Madina Mandiri Sejahtera 

Hasil Wawancara 

a. Manajemen Risiko, DPS, dan Kepatuhan Syariah 

1) Bagaimana integrasi antara fungsi manajemen risiko dan DPS dalam 

memastikan kepatuhan syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera? 

Jawab: 

Jadi kalau untuk integrasinya ya antara pihak bank untuk secara fungsi 

manajemen risikonya dan DPS itu kami melakukan koordinasi secara 

rutin. Kemudian untuk DPS itu memang fungsinya melakukan 

pengawasan terkait dengan kepatuhan syariah yang ada di Bank Madina 

Syariah. Intinya memang kami bersinergi untuk melakukan pengawasan 

bersama terkait fungsi manajemen risiko tersebut yang ada di Bank 

Madina. 

b. Peran Audit Internal 

1) Bagaimana peran audit internal dalam memastikan kepatuhan syariah di 

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ? 

Jawab: 

Jadi, untuk audit internal itu memang juga berfungsi sebagai pengawasan 

baik itu pengawasan secara internal maupun juga terkait dengan kepatuhan 

syariah misalnya, terkait dengan akad yang digunakan apakah sudah sesuai 
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dengan yang seharusnya misalkan untuk pembiayaan, pembiayaan itu 

misalnya untuk proses jual beli apakah sudah sesuai dengan akad 

murabahah kemudian untuk jasa itu juga bisa menggunakan akad ijarah 

atau multijasa nah itu juga dipastikan oleh audit internal dalam melakukan 

pengawasan. 

c. Audit Eksternal Dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah  

1) Sejauh mana independensi auditor eksternal dalam mengawasi kepatuhan 

syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ? 

Jawab: 

Jadi kalau auditor eksternal khusus untuk kepatuhan syariah kita memang 

belum ada secara khusus tapi setiap tahun kita memang ada audit khusus 

yang terkait dengan audit laporan keuangan di bank madina syariah yang 

didalamnya juga berkaitan dengan pengawasan kepatuhan syariah 

khususnya dengan pelaporan DPS. Jadi mereka mengawasi, melakukan 

audit terkait pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS, 

apakah hal-hal yang dilakukan secara transaksional yang ada di bank 

madina syariah sudah sesuai atau belum dengan fatwa-fatwa yang 

dikeluarkan oleh DSN-MUI. 

d. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Seluruh Operasional 

1) Apakah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah menerapkan prinsip 

syariah secara konsisten dalam seluruh operasionalnya ? 

Jawab: 
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Insya Allah kita juga sudah konsisten ya sesuai dengan prinsip syariah 

karena adanya pengawasan DPS kemudian koordinasi juga untuk 

melakukan kepatuhan mitigasi secara manajemen risiko kemudian dengan 

didukung dengan data-data kita pasti setiap bulan sudah melakukan 

koordinasi secara menyeluruh sehingga ya yang dilakukan memang harus 

sesuai dengan prinsip syariah. 
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Lampiran 4.  

POJK No. 25/2024 
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Lampiran 5. 

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Dr. H. Fuad, MA. DPS PT. BPRS 

Madina Mandiri Sejahtera 
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Lampiran 6. 

Wawancara dengan Ibu Prihanita Sofiansyah, S.E., Human Resource 

Development (HRD) & Support PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera 

Yogyakarta 
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Lampiran 7. 

Wawancara dengan Ibu Isni Puspitasari, S.E., Risk Management APU PPT & 

Compliance (PE Kepatuhan) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera 

Yogyakarta 
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Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Data Pribadi 

Nama  : Novika Ayu Lestari 

Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 23 November 2003 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Agama  : Islam 

Alamat Asal  : PONDOK 1 SCE, RT 011/RW 004, Binturung, 

Pamukan Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 

Alamat Domisili  : Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Pendowoharjo, 

Sewon, Bantul, Yogyakarta  

Nomor Handphone : 081393166330 

Email : novikaayulestari12345@gmail.com  

Nama Orang Tua  :  

• Ayah  : Sucipto Priyono 

• Ibu  : Nursia 
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Riwayat Pendidikan   

• Pendidikan Formal: 

➢ SD S Sungai Cengal Estate. Lulus tahun 2015. 

➢ SMP S Bebunga Estate. Lulus tahun 2018. 

➢ SMA Syubbanul Wathon. Lulus tahun 2021. 

➢ IIQ An Nur Yogyakarta. Lulus tahun 2025.   

• Pendidikan  Informal: 

➢ Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo Magelang. Lulus tahun 2021. 

➢ Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta. Lulus tahun 2025. 

• Pengalaman Organisasi: 

➢ Anggota OSIS di Bidang Perpustakaan (SMP) (periode 2016-2017). 

➢ Pendamping PRAMUKA (SMP) (periode 2016-2017). 

➢ Sekretaris KSEI NASHID IIQ An Nur Yogyakarta (periode 2023-2024). 

➢ Bendahara PMII Rayon An-Nawawi Komisariat  IIQ An Nur Yogyakarta 

(periode 2023-2024). 

➢ Bendahara PK KOPRI PMII An Nur (periode 2024-2025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


